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Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat terhadap keserasian 

dan keseimbangan lingkungan luas hutan di Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di 

dunia, yang keluasannya menempati urutan ketiga dengan luas 22.811.070,17 hektar 

dan dimana hutan sumatera selatan meliputi hutan lindung, suaka alam, produksi, 

produksi tetap dan konservasi dengan luasnya 3.760.862 hektar dan terdapat hutan 

khusus yang harus dijaga keutuhannya agar tetap lestari keberadannya 

yaitu hutan konservasi dengan luas 335.945 hektar yang terdapat diseluruh kabupaten 

di sumatera selatan dengan tujuan pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta 

ekosistemnya, merupakan tanggung jawab Mentri kehutanan agar tetap lestari 

keberadaanya terhadap tindak lanjut maka diperlukan perlindungan khusus yang 

ditugaskan kepada polisi hutan dalam menjaga fungsinya kewenangan dimiliki oleh 

polisi hutan adalah sebagai Penyidik Pegawai Negri Sipil dari segala perbuatan yang 

mengakibatkan rusaknya hutan
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A. Latar Belakang

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari tuhan yang 

maha esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai rasa syukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar didunia, yang keluasannya menempati 

urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasai Kongo. Didalamnya banyak 

terdapat kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia

memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Balikan tidak dapat

dipungkiri semasa 32 (tiga puluh dua) tahun perolehan devisa negara nomor 2(dua) 

setelah sektor migas1, didalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945

disebutkan bahwa : ”bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran 

rakyat”.Pengertian dikuasai tidak berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang 

mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Dalam pasal 4 UU 

Nomor 41 tahun 1999 disebutkan hak negara atas hutan, didalam pasal ini ditentukan 

semua hutan didalam wilayah rebublik indonesia termasuk kekayaan alam yang

1 .Abdul khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Bandung* PT 
Citra Aditiya Bakti, 2005, hal 1

1
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sebesar-besar untuk kemakmuranterkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

rakyat. Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada

pemerintah untuk :

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan;

2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan

kawasan hutan

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan 

hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan 

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional 

dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

pengelolaan sumber daya yang berupa hutan, baik untuk dinikmati maupaun untuk

diusahakan, hutan mengandung banyak manfaat bagi keseimbangan kehidupan

manusia dan mahluk hidup lainnya.

Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masarakat di 

sekelilingnya namun potensinya3. Sering kali dimanfaatkan dalam melakukan 

eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Eksploitasi hasil 

hutan tersebut biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, 

perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak

2 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hal 12-13 
Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta; PT Raja 

Grafindo Persada, 1999, hal 1
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terkendali ( laju kerusakan hutan Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, 

kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan 

semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah. Kerusakan hutan di Indonesia 

tidak hanya terjadi pada hutan alam tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung hutan

konservasi.

Hal ini seperti telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang menjelaskan bahwa kawasan hutan karena 

keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pemeliharaan kelestariannya . Oleh karena

itu, hutan perlu perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap

terjamin, maka keberadaan dan kelestarian harus dipertahankan secara optimal,

dijaga daya dukungnya, dan diurus dengan arif, lestari, bijaksana, profesional, serta

bertanggung jawab. Agar tata lingkungan hidup terjamin kelestariannya, maka

pengurusan hutan yang berkelanjutan harus menampung dinamika aspirasi dan peran

serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat berdasarkan pada

norma hukum agar pendayagunaannya dilakukan seoptimal mungkin bagi 

kesejahteraan umat manusia.4

Apabila tidak memperhatikan keberadaan hutan maka secara perlahan pasti, 

menyusut keberadaannya, apabila pepohonan telah ditebang, kawasanya dirambah 

dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali.

4 Httpj/Www.Damandiri.Or.Id/File/Dasminsiduipbbabl.Pdf. Keadaan Hutan di Indonesia, Diakses 
Pada Tanggal 23 Agustus 2010, pukul 16.00 .WIB.

http://Www.Da
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Bukti -bukti yang dahulu rimbun kehijauan penuh tumbuhan yang beraneka 

ragam, kini gersang akibat perambahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akibatnya bukan saja habitat satwa 

terganggu, namun juga ekosistem alam turun berubah drastis, pada giliranya nanti 

kehidupan manusia turut terancam bahaya 5.Beberapa faktor penyeban timbulnya 

kerusakan hutan di antara lain yaitu :

a. kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek 

hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum

b. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misal, 

gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya)

c. Dari keseluruhan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit 

pohon6

Telah tersirat bahwa sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan

lingkungan, merupakan perbuatan manusia yang dalam aktifitasnya tidak 

memperdulikan Keseimbangan dan Keserasian Lingkungan. Manusia selalu berusaha 

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tidak mempertimbangkan 

bahwa aktifitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya, akan melampaui kemampuan lingkungan dalam 

mendukunng perikehidupan. Aktifitas berupa eksploitasi yang berlebihan, itu lah 

yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan, dan tidak

5 Bambang Pamulardi, Op Cit, hal 2
6 Alam Setia Zain , Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana,Cetakan Pertama 

Jakarta; Rineka Cipta, 1997, hal 6
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jarang terjadi pada manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi itu didorong 

oleh motivasi untuk mencari keuntungan material semata.

Sebagai contoh banyak pemegang HPH (Hak Penguasaan Hutan) yang berusaha 

untuk menebang pohon yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan ketentuan 

yang berlaku pemegang atas hutan menyadari tindakannya itu akan menyebabkan 

penggudulan hutan. Pada gilirannya menimbulkan tanah kritis,7.

Kerusakan hutan sangat menghawatirkan dan karenanya sangat pantas

apabila pemerintah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan, untuk

menindaklanjuti menyangkut perlindunggan tersebut pemerintah mengeluarkan PP

No 45 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat( 4), meliputi :

a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan

hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;

b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran

hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;

c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan 

keamanan hutan di areal keijanya;

d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal keijanya 

kepada instansi kehutanan yang terdekat;

7. Harum M Husein, Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya Jakarta- 
PT. Bumi Aksara, 1993, hal 19
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e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang 

sesuai dengan kebutuhan.

Maksud dan tujuan dari perlindungan hutan dan konservasi alam sebagai mana 

terkandung dari perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana yang 

terkandung dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 UU No 41 Tahun 1999 adalah 

untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan tetap 

optimal dan lestari (pasal 46). Konsep oleh UU No 41 Tahun 1999, akan tetapi 

paradikma yang sangat signifikan dalam konsep perlindungan hutan menurut UU No 

41 tahun 1999, adalah bahwa semua pihak dalam komponen bangsa mempunyai 

tanggung jawab dalam melakukan upaya perlindungan hutan berdasarkan porsi 

masing-masing, oleh karena itu seluruh komponen masarakat diikutsertakan dalam

8

usaha perlindungan hutan (pasal 48 UU No 41 Tahun 1999).diperlukan komponen

sebagai penunjang terwijudnya:

Peranan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, tidak dapat 
dipisahkan dari peranannya sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan / 
ketertiban
pembangunan harus dapat menjamin agar perubahan itu terjadi dengan cara yang 
tertib dan teratur melalaui prosedur hukum, ia harus menjamin keselarasan dan 
keseimbangan antar pembangunan dan tercapainya lingkungan hidup yang baik 
(ecodevelopment: UN converence ott the human environment, 1972)9

dalam masarakat. Hal ini berarti bahwa peranan hukum dalam

8 PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 8 Ayat 4
9 Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Indonesia, Jakarta; Tim Alumni, 1996, hal 17
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Perlu di pahami bahwa bentuk perlindungan harus mewujudkan fungsi 

penegakan hukum pidana sebagai penegak aturan-aturan yang dilihat dari aspek 

penegakan yaitu peranan hukum, dimana peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan10 tugas konsep tentang 

peranan, mengungkapkan sebagai berikut:

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;

b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu satuan;

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau prananta

d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada

padanya;

e. Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa peranan11

merupakan penilaian sejauah mana fungsi seseorang dalam menunjang usaha

pencapaian tujuan atau ukuran mengenai hubungan dalam variabel sebab akibat12

Faktor yang terpenting mempengaruhi efektifitas upaya perlindungan hutan

adalah tersedianya Instrumen hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum baik

aspek administrasi, aspek perdata maupaun aspek pidana (khusus dikaji dalam aspek

pidana), perlindungan hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap tindakan

,0. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Bandung; CV Remaja Karya, 2002 hal 243 
u.Ibid, Hak adalah peranan yang tidak harus dilaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan peranan 

yang harus dilaksanakan, maka para pihak yang mempunyai peranan untuk melayanai dan dilayani 
melayani merupakan kewajiban sedangkan dilayani merupakan hak 

,2.komarudin , Ensiklopedia Manajemen, Jakarta; Sinar Grafika, 1994, hal 768
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—tindakan tertentu dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan diatur dalam pasal 50 

UU No 41 tahun 1999, dan yang diberikan sangsi yang tegas dan berat dalam pasal 

78 UU No 41 Tahun 1999 Salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan 

yang paling tinggi tingkat tingkatannya adalah intensitas penebanggan liar 13 maka 

harus ditegakkan terhadap akibat dari Kerusakan Hutan melalui

Pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) yang konsensual yang 

artinya dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan dan Benturan - 

benturan dan dampak, dampak interaksi yang berlebihan pada lingkungan dapat di 

cegah melalui sistem-sistem pengawasan dan penegakan hukum)14.

Adapun ujung tombak terdepan di dalam tugas dan pengamanan dan perlindungan

hutan dilaksanakan aparatur pemerintah di daerah berada di tangan petugas kehutanan

yang diberi wewenang kepolisian khusus, jabatan fungsional ini melekat di pundak

setiap polisi khusus kehutanan atau disebut ”JAGAWANA” dan diganti dengan

Pemberian/Penggunaan Nama/ Istilah Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus disebut

POLISI KEHUTANAN dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.

378/Kpts-V/1999 tanggal 28 Mei 1999, perana penting yang di emban membantu

penyidikan perkara perusakan hutan yang terjadi di dalam wilayah tugasnya masing- 

masing. Tugas ini dilakukan melalui pengawasan dan pengamanan hutan dari 

gangguan yang mengakibatkan kerusakan hutan negara. Pelaksanaan tindakan 

Refressif berdasarkan kitab undang - undang hukum acara pidana nomor 8 tahun

13.Sukardi, Legal Login Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana, Yogyakarta;,Universitas Atma Jaya 
, 2005, hal 20 J

14 Harum M Husein, Op Cit, hal 22
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1981, tiap tindak pidana perbuatan perusakan hutan, dapat dilakauakan penyidikan 

pendahuluan oleh Pejabat Pegawai Negri Sipil (PPNS). Dengan undang- undang 

pokok kehutana yang menjadi dasar hukum penyidikan maka PPNS kehutanan 

berwenang dalam tugas penyidikan tindak pidana Perusakan hutan untuk selanjutnya 

diserakan kepada pihak polisi15.

Teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana 

adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, mengenai cara mencapai tujuan itu ada 

beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan (de relatieve 

thorieen), antara lain:16

1 Prevensi umum (Generale preventie)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan

kepada khalayak atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran

tehadap ketertiban masyarakat. Menurut VOS bentuk teori prevensi umum yang 

paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan 

dengan pelaksanaanya didepan umum yang mengharapkan suggestieve terhadap 

anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.

,5. Alam Setia Zain, Op C/7, hal 56
16 Bambang Poemomo., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, hal 29-30
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2 Prevensi khusus (Speciale preventie)

Aliran prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat 

mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran prevensi khusus antara lain Van Hamel

dari Belanda dan Von Listz dari Jerman.

Upaya Prefentif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

kehutanan antara lain dengan membangun sikap dalam mewujudkan kesadaran atas 

perlunya pelestarian hutan Dalam rangka ini pulalah perhatian yang besar lalu 

diarahkan pada teori-teori hukum pidana yang mendasarkan diri kepada pikiran-

pikiran prevensi. Diantara pikiran-pikiran prevensi, dalam teori hukum pidana adalah

pikiran Brissot cara dia membicarakan dan menguraikan lebih jauh masalah prevensi

itu mencerminkan pikiran orang kepada akhir abad ke-18 yang berpendapat bahwa

“adalah lebih baik mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, daripada

memidananya”, maka dari itu perhatian utama harus dicurahkan. Perhatian harus

diutamakan kepada teori -teori hukum pidana yang menggunakan pikiran 

pencegahan17.

17. Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Jakarta; Aksara Baru 1983 
47-48 hal
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B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang diambil Polisi Hutan Mewujudkan Penegakan Hukum 

pidana Terhadap Kerusakan Hutan ?

2. Kendala apa saja yang dihadapi polisi hutan dalam proses penanganan

Kerusakan hutan ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Sebelum memberikan rumusan permasalahan perlu terlebih dahulu di jelaskan

batasan-batasan untuk menghindari salah pengertian dan melebarnya pembahasan.

dikarenakan terlalu luasnya Hutan dalam pengelompokan dibagi menjadi 3 fungsi

hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi, maka dalam

menyusun kerangka konsepsional penulis membatasi permasalahan dengan

membahas:

1. Hutan Konservasi sebagai kekhususan dalam penulisan ini dimana 

kewenangan terhadap satuan tugas yang diberikan kepada polisi hutan di 

balai konservasi sumber daya alam dibawah naungan departemen 

kehutanan dengan tujuan agar hutan tetap lestari

2. Polisi Hutan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan tugas dan 

wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)
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3. Terhadap Perusakan Hutan oleh perbuatan manusia yang berdampak bagi 

Keutuhan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang proses 

penanganan yang dilakukan oleh Polisi Hutan terhadap Perusakan Hutan, serta 

memberikan gambaran mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan

Hutan

Manfaat dari penulisan skripsi isi dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan yang

bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya usaha perlindungan hutan

yang penanganan dilakukan oleh polisi hutan terhadap terhadap Keutuhan

Hutan

2. Manfaat Teoritis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

kontribusi bagi dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan bahwa 

kerusakan hutan merupakan tindak pidana yang harus mendapat perhatian yang 

besar bagi masyarakat, pemerintah, dan khususnya aparat hukum.
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E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan yuridis empiris, Penulisan ini akan meneliti keadaan yang terkait 

pada peranan polisi hutan sebagai pelaksanaan penanggulangan terhadap 

kerusakan hutan , Metode penelitian ini adalah penelitian sistematis hukum 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan 

berupa wawancara dan tanya jawab yang terkait pada peranan polisi hutan 

terhadap penindakan hukum terhadap perlindungan hutan.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder.

Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan mempelajari bahan-bahan

hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

empiris maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari 

lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berperan dan pihak yang terkait 

dengan masalah perlindungan terhadap Perusakan hutan.
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4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah wilayah 

Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera

Selatan dibawah Naungan Departemen Kehutanan.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan Pustaka yang dipakai sebagai acuan 

berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

a) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

b) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem

c) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

d) PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

e) PP No 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2004

Tentang Perlindungan Hutan.

2). Bahan hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, doktrin, teori-teori 

hukum.

3). bahan hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, 

ensiklopedia, Internet.
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F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitataif, dimana data primer

dan data sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa

keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis, kemudian yang dijabarkan dari

data primer adalah yang diperoleh dari dilapangan dengan wawancara langsung 

dengan nara sumber18.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum, , Jakarta; Universitas Indonesia Pers,
1986
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